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naskRah berupa foto dan opini yang berRaitan
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EDITORIAL
NOTES

AssalamulaiRum Wr. Wb. Salam sejahtera untuR Rita semua. TaR terasa
sudah genap setahun MUC Tax Guide mewarnai Rhasanah perpajakan
Indonesia. Puji dan syuRur Rami panjatkRan Repada Tuhan Yang Maha
Esa atas berRat dan rahmatnya sehingga Rami masih Ronsisten terbit
mesRi dengan segala ReRurangnya.

Dalam Tax Guide edisi tutup tahun ini Rami merunut ulang sejumlah
moment menariR dan RebijaRan perpajaRan sepanjang tahun 2017.
Antara lain mulai dari beraRhirnya program amnesti pajaR, implementasi
format baru dokRumentasi transfer pricing, hingga Resiapan Indonesia
memasuRi era ReterbuRaan informasi Reuangan untukR Repentingan
pajak atau Automatic Exchange of Information (AEol).

TopiR yang juga menariR untukR disimaR adalah tentang PMK 165/
PMIK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/ PMIK.03/2016 tentang PelakRsanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan PajaR. Ada
sejumlah poin perubahan dalam beleid tersebut yang akRan diulas,
antara lain mengenai pengungRapan harta yang belum diungRap/
dilapor dalam SPH atau SPT dan pembebasan PPh BalikR Nama.

PerbaikRan iRlim investasi Indonesia, yang tercermin dari Renaikan
peringRat Ease of Doing Business, juga turut dipaparkan dalam Tax
Guide Rali ini. Terutama Raitannya dengan indikRator pembayaran pajak
(Paying Taxes) yang mengalami penurunan peringRat mesRi telah
dilakRuRan sejumlah reformasi Rebijakan.

Isu lain yang juga menariR untuR dicerna oleh pengusaha adalah
seputar RenaiRan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pada edisi ini, Tax
Guide memaparkan hak dan Rewajiban pengusaha terRait pembayaran
upah, yang dalam hal ini haR penangguhan penaiRan UMP tidaR
menghilangRan Rewajiban itu pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, juga ada elaborasi Rebijakan pemerintah mengenai
perubahan sistem bagi hasil atau production sharing contract (PSC)
di seRtor minyakR dan gas, dari skema penggantian biaya operasi
(cost recovery) menjadi skema bagi hasil Rotor (gross split). Terutama
impliRasinya terhadap RebijakRan perpajakan.

Sebelum memasuRi tahun yang baru, ada baiknya Rita membaca secara
Reseluruhan Tax Guide sebagai bahan perbaikRan di masa depan. TidaR
lupa Rami mengharapRan saran dan RritikR dari pembaca sebagai bahan
evaluasi dan perbaikRan Rami.

ARhir Rata, terima Rasih atas perhatian dan Resediaannya membaca
Tax Guide. Semoga Romitmen Rami untuR terus berbagi informasi dan

gagasan di bidang perpajakan akan terus terjaga. Selamat Tahun Baru
2018. WassalamualaikRum Wr. WB.

JaRarta, November 2017

Sugianto




IKebijaRan Pasca Amnesti Pajak

~ PROMO AKHIR
TAHUN, BALIK
NAMA BEBAS
PAJAK & UNGKAP
HARTA TANPA
DENDA

31 Desember 2017 menjadi momen pergantian
tahun yang dinanti dan (mungRin) seRaligus
dihindari bagi insan perpajakan Indonesia. Dinanti
Rarena menjadi titikR baliR untuR menyusun
resolusi dan RebijaRan perpajakan yang lebih
baik pada tahun 2018. Dihindari (mungRin) Rarena
menjadi batas akhir toleransi pemerintah terhadap
Retidakpatuhan Wajib PajaR, yang artinya akan
ada tindakRan tegas terhadap berbagai bentuk
pelanggaran perpajakan mulai tahun depan.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkRan Peraturan
Menteri Keuangan (PMIK) Nomor 165 Tahun 2017,
yang merupakan revisi atas PMIK Nomor 118 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan tersebut menawarkRan Remudahan
bagi wajib pajakR dalam menjalankRan Rewajiban
perpajaRan, Rhususnya terRait program amnesti
pajak.

Terdapat dua poin penting yang menjadi
pembaruan dalam PMK yang terbit dan efeRtif
berlaku pada 17 November 2017 itu. Pertama,
penyederhanaan proses balik nama harta berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diungkRapRan
dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), dari nominee
Repada pemilik sebenarnya, dalam hal ini peserta
amnesti pajak.

Kedua, pemberian Resempatan terakRhir bagi Wajib
PajakR untukR mendeRlarasiRan harta yang belum
diungRap melalui program amnesti pajaR maupun
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa
diRenakRan sanRsi administrasi.

Peralihan Hak

TerRait peralihan haR atas aset, pemerintah
memberiRan fasilitas pembebasan Pajak
Penghasilan (PPh) bagi peserta amnesti pajak
yang melakuRan baliR nama tanah dan/atau
bangunan vyang dilaporRannya dalam SPH.
Syaratnya, pengajuan baliR nama dilakukRan Re
Pejabat Pembuat ARta Tanah (PPAT) paling lambat
31 Desember 2017.

Dalam aturan sebelumnya (PMIK Nomor 118
Tahun 2017), pengajuan balikR nama tanah dan/
atau bangunan Re PPAT harus melampiran Surat
IKeterangan Bebas (SKB) PPh. Artinya, Wajib
Pajak harus terlebih dahulu memperoleh SIKB dari
DireRtorat Jenderal PajakR (DJP), dengan sederet
persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Mengingat batas waRktu pengajuan baliR nama
yang semakin pendeR dan proses pemenuhan
persyaratan SIKB yang tidak sebentar, pemerintah
melalui PMK Nomor 165 Tahun 2017 memberikan
alternatif yang lebih mudah bagi Wajib Pajak
untuR bisa mendapatkRan fasilitas pembebasan
PPh, yakni cukRup dengan melampirkan salinan
Surat Keterangan Pengampunan PajakR (SKPP)
dalam berRas pengajuan baliR nama Re PPAT,
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4).

KKetentuan lain yang ditambahkan dalam PMK
terbaru itu adalah terRait harta yang boleh dan
tidaR mendapatkRan fasilitas pembebasan PPh.
Balik nama tanah dan/atau bangunan yang bisa



mendapatkRan pembebasan PPh adalah aset yang doRumen
legalitasnya masih atas nama perantara atau nominee;
pemberi hibah; pewaris; dan/atau salah satu ahli waris bila
tanah dan bangunan warisan telah terbagi.

Sebaliknya, fasilitas pembebasan PPh diharamRkan atas tanah
dan/atau bangunan yang RepemiliRannya terjadi Rarena
transaksi jual-beli antara Wajib Pajak dengan pengembang
(developer) dan/atau belum dibaliR nama dari pengembang
Repada Wajib Pajak.

Sebagai contoh, Perusahaan A memiliRi aset berupa tanah
dan bangunan senilai Rpl miliar, yang status Repemilikannya
masih atas nama pihaR lain. Apabila harta tersebut sukses
dibaliRnamakan sebelum bulan Desember beraRhir dan
dideRlarasikan sesuai prosedur amnesti pajakR, maka
Perusahaan A selaku Wajib Pajak Badan akan terbebas dari
beban pokoRk PPh final atas pengalihan hak tanah dan/atau
bangunan.

Sebaliknya, jika gagal mengikuti prosedur balik nama seperti
yang dipersyaratRan program pengampunan pajak, maka
pengalihan hakR atas tanah dan bangunan milik Perusahaan
A dikRenakRan PPh final sebesar 2,5% dari nilai aset atau setara
dengan Rp25 juta.

DeRlarasi Aset

Sementara untukR poin Redua, yakni pengungkapan harta
bersih yang belum dilaporkRan dalam SPH dan/atau SPT,
pemerintah menjanjiRan pembebasan sanksi administrasi
bagi Wajib PajaR yang mengungRapkRan hartanya dengan
cara penyampaian SPT Masa PPh final. PengungRapan ini
juga harus dilakRukRan sebelum berakhirnya bulan Desember.

Intinya, Wajib PajaR melaporkan harta yang selama ini
belum sepenuhnya diungRap dalam SPT maupun SPH untuR
program amnesti pajaR, tanpa harus membayar denda.
Dengan catatan, DJP belum melakuRan pemeriksaan atas
Reberadaan harta-harta tersebut.

Harta-harta tersebut nantinya akRan dianggap sebagai
penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai PPh dengan tarif
final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2017 beriRut ini:

Wajib Pajak Tarif PPh

Badan 25%
Orang Pribadi 30%
Wajib Pajak Tertentu 125%

Rumus perhitungan PPh yang harus dibayar adalah dengan
mengaliRan nilai harta bersih yang akan diungkRapRan

dengan tarif final sesuai golongan Wajib Pajak. Sementara
itu, penentuan nilai harta akan disesuaikan berdasarkan
jenis harta yang akan diungRapRan.

Ada beberapa Rategori harta yang ditetapkRan dalam
PMK ini, yakni: Ras atau setara Ras, tanah dan bangunan,
Rendaraan, dan saham vyang diperjualbeliran di PT
Bursa EfeR Indonesia, serta harta-harta lainnya. Adapun
penentuan nilainya dilakukRan oleh Rantor jasa penilai
publik atau DJP.

Dalam hal penyampaian SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak
harus melampirkan sejumlah dokRumen pendukRung
sebagai berikut:

a. BuRti pembayaran PPh final atas harta bersih; dan
b. Daftar Rincian Harta Bersih yang dianggap sebagai
penghasilan yang menjadi dasar penghitungan.

Simulasi untuR Rasus ini, misalnya Perusahaan A sukses
melakRuRan deRlarasi atas seluruh asetnya senilai Rpl
miliar melalui program amnesti pajak. Maka, Perusahaan
A hanya perlu membayar uang tebusan yang sangat
murah dan terbebas dari sanksi pidana dan denda pajak.

Sebaliknya, misalnya Perusahaan B, gagal mengungkap
seluruh harta bersihnya dengan tepat wakRtu, Rarena
melampaui 31 Desember 2017. Dengan asumsi nilai harta
bersih yang belum atau tidak diungRap sebesar Rpl miliar,
maRa Perusahaan B harus siap dengan RonseRuensi
membayar tunggakRan PPh plus sanksi denda hingga
200% dari PPh yang tidaR atau Rurang dibayar.

Atau, misalnya Perusahaan C, Wajib Pajak Badan yang
tidaR memanfaatkan program amnesti pajak. Dengan
asumsi nilai harta bersih yang belum atau tidak diungkap
dalam SPT sebesar Rpl miliar, maka yang bersangkutan
harus siap dikenakRan sanRksi administrasi sebesar 2%
per bulan hingga maRksimal 24 bulan, jiRa aset tersebut
menjadi temuan otoritas pajak.

Dengan adanya PMK Nomor 165, maka Perusahaan
B dan C tidaR perlu membayar denda maupun sanRsi
administrasi. Tetapi cuRup mengungRapRan hartanya
melalui SPT PPh, dan membayar tarif pajak final sebesar
25% dari nilai harta bersih, yaitu senilai Rp250 juta.

BerakRhirnya program amnesti pajak dan akRan dimulainya
era ReterbuRaan informasi Reuangan dalam Rerangka
Automatic Exchange of Information (AEol) menjadi babak
baru sistem perpajaRan Indonesia yang lebih transparan
dan berkeadilan, namun tegas.

IKarenanya, Rebijakan yang tertuang dalam PMIK Nomor
165 Tahun 2017 merupakan Rabar baik yang harus segera
direspons secara bijak oleh Wajib Pajak, mengingat
masa pemanfaatannya yang hanya tinggal hitungan
hari. Terlebih, pemerintah sudah menegaskan berRali-
Rali bahwa setelah ini tidak akan berbaik hati terhadap
Retidakpatuhan Wajib Pajak dan Re depannya tidak akan
ada lagi program amnesti pajak. Jadi, tunggu apa lagi?




IKLIM BISNIS
INDONESIA
DALAM
SOROTAN
DUNIA

Ease of Doing Business (OEDB) 2018, riset Remudahan usaha
global yang diinisiasi oleh Bank Dunia, menempatkan Indonesia
pada peringkat ke 72 dari 190 negara yang diteliti. Indonesia naik 19
peringRat dibandingkan dengan hasil survei tahun lalu yang berada
di urutan kRe-91.

Namun, posisi Indonesia masih Ralah dibandingkan negara-negara
tetangga di Rawasan Asia Tenggara, seperti Singapura (2), Malaysia
(24), Thailand (26), Brunei Darussalam (56), dan Vietnam (68).
Indonesia hanya unggul dari Filipina (113), Kamboja (135), Myanmar
(171), dan Timor Leste (178).

Dalam survei Doing Business tahun ini, BankR Dunia menguRur
dampak Rebijakan terhadap 11 lingRungan usaha. Sebanyak 10 area
yang dijadiRan indiRator penilaian merupakan hasil survei dan satu
indiRator lainnya adalah evaluasi peraturan perburuhan. Sayangnya,
survei yang Rali ini bertemakan Reforming to Create Jobs hanya
dilakuRan di dua Rota besar, yakni Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan hasil survei, delapan indikator menunjuRRan perbaikan
iRlim usaha di Indonesia. Rinciannya: biaya memulai usaha (naikR
7 peringRat), proses perizinan Ronstruksi (naikR 8 peringRat),
biaya memperoleh sambungan listrik (naiR 11 peringRat), ongRos
pendaftaran properti (naik 12 peringRat), akses terhadap kredit (naik
7 peringRat), perlindungan terhadap pemegang saham minoritas
(naiR 27 peringRat), penegakan Rontrak (naik 21 peringRat), dan
penyelesaian Rasus pailit (naik 28 peringRat).

Sementara dua indiRator lainnya turun peringRat, yakni pembayaran
pajak (turun 10 peringRat) dan perdagangan lintas negara (turun 4
peringRat).



IndiRator 2014

101

12
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.
61

171

:

Reformasi Kebijakan

Membaiknya peringRat Doing Business Indonesia tak lepas
dari serangRaian reformasi RebijakRan yang telah dilakukRan
pemerintah dalam setahun teraRhir. Pertama, biaya memulai
usaha menjadi lebih murah berkRat dihapusnya Retentuan
batas minimum modal dasar pembentuRan Perseroan
Terbatas (PT), dari yang sebelumnya ditetapRan paling sediRit
Rp50 juta menjadi disesuaiRan dengan Resepakatan para
pendiri perusahaan.

Kedua, biaya untuR memperoleh sambungan listriR juga
menjadi lebih ringan setelah pemerintah mengurangi biaya
sertifiRasi sambungan dan Rabel internal. Biaya untuR
mendapatkRan sambungan listrik Rini 276% dari pendapatan
per Rapita, turun dari 357%. Di JaRarta, dengan proses
permintaan untukR sambungan baru yang lebih singRat, listrik
juga didapatkRan dengan lebih mudah.

Ketiga, pendaftaran properti saat ini lebih murah menyusul
dipangRasnya tarif pajaR penghasilan (PPh) final atas
penjualan tanah dan bangunan non-subsidi, dari 5% menjadi
2,5%. BerdasarRan hasil survei, RebijaRan ini mengurangi
Romponen biaya, dari sebelumnya 10,8% menjadi 8,3% dari
nilai properti.

Keempat, aRses terhadap Rredit di Indonesia dinilai lebih
mudah sejak dibentuknya biro Rredit baru.

Kelima, perlindungan terhadap investor dinilai lebih baik.
Hal ini terRait dengan haR pemegang saham minoritas
yang diperkRuat dengan adanya peningRatan peran mereka
dalam Reputusan perusahaan dan peningRatan transparansi
perusahaan.

RangRing

2015 2016 2017 2018
163 167 151 144
1o [IE] neé 108
45 61 49 38
131 123 ns 106
71 70 62 55
87 69 70 43
160 15 104 14
104 [IE] 108 n
170 171 166 145
73 74 76 38

Keenam, terRait RebijaRan perdagangan lintas negara, Regiatan
importasi dinilai lebih cepat dengan diperkenalkRannya sistem
penagihan pajak, bea, cuRai, dan Penerimaan Negara BukRan
PajaR (PNBP) secara eleRtronik dan terintegrasi. BerkRat sistem
penagihan tunggal ini, wakRtu untuR mendapatkan, menyiapRan,
memproses, dan mengirimkan dokRumen saat melakukRan impor
turun dari 133 jam menjadi 119 jam. IKendati demiRian, Rebijakan
ini taR cuRup untuR memperbaiki posisi Indonesia, yang justru
turun 4 peringRat untuk indiRator ini.

Ketujuh, indiRator pembayaran pajak yang lebih baik. IndiRator
pembayaran pajaR mencerminkRan jumlah total pajak dan iuran
yang dibayarkRan, metode pembayaran, freRuensi pembayaran,
danjumlahlembagayangterlibat. Beberapakebijakan pemerintah
yang dianggap signifikan antara lain dengan mempromosikRan
sistem pengajuan dan pelaporan perpajakRan secara online serta
penurunan tarif pajaR atas Reuntungan (capital gain). IndikRator
ini juga mempertimbangkRan Rebijakan pemerintah menaikRan
plafon asuransi Resehatan (BPJS Kesehatan).

IndiRator Pajak Turun

MesRi dinilai lebih baikR, namun pembayaran pajak Indonesia
sebenarnya turun 10 peringRat pada tahun ini. Berdasarkan
survei tahun lalu, dari peringkat pembayaran pajak Indonesia di
urutan Re-104, sedangRan tahun ini merosot menjadi peringRat
114 dari 190 negara.

MerujuR pada sistem perpajakRan 2016, hasil survei mencatat 43
jenis pembayaran pajak di Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih
banyaR dibandingkan dengan rata-rata 21,8 jenis pembayaran
di Rawasan Asia Timur dan PasifiR, dan rata-rata 10,9 jenis
di negara-negara eRonomi berpendapatan tinggi anggota



Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
UntuR variabel ini, Hong Kong merupakan negara yang memiliRi
sistem perpajakan terbaik, dengan hanya tiga jenis pajak yang
harus dibayarkan pelaku bisnis.

Sementara wakRtu yang diperluRan untuR mempersiapRan,
mengajukRan dan membayar (atau menahan) pajak penghasilan,
pajakR pertambahan nilai atau penjualan, dan pajak tenaga Rerja
(termasuR pajakR gaji dan iuran sosial) rata-rata membutuhkRan
207, jam per tahun. MesRipun sudah lebih baik dibandingkan
hasil survei tahun lalu, yang rata-rata 221 jam per tahun, namun
masih Ralah singRat dibandingkan dengan rata-rata waktu
yang dibutuhRan di Rawasan Asia Pasifik (189,2 jam/tahun) dan
negara-negara OECD (160,7 jam/tahun). Luxembourg tercatat
sebagai negara dengan waRtu pengurusan perpajakan yang
paling singRat, yakni rata-rata hanya 55 jam per tahun.

Dari sisi tarif pajak total, yang menguRur jumlah pajak dan iuran
wajib yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis pada tahun
Redua operasi dan dinyatakan sebagai bagian dari Reuntungan
Romersial, persentase secara agregat di Indonesia sebesar
30% dari Reuntungan usaha. Persentasenya lebih rendah
dibandingRan dengan rata-rata di Rawasan Asia Timur & PasifiR
(33,6%) dan di negara-negara anggota OECD (40,1%).

PeRerjaan Rumah

MesRipun tahun ini sudah tujuh reformasi Rebijakan dilakuRan,
Indonesia takR mampu mempertahankan posisinya di jajaran
10 besar negara paling berimprovisasi seperti tahun lalu.
Dalam laporan tersebut, 10 besar negara berkembang paling
berimprovisasi tahun ini adalah, Brunei Darussalam, Thailand,
Malawi, Kosovo, India, UzbeRistan, Zambia, Nigeria, Djibouti, dan
El Salvador.

Brunei dan Thailand berhasil mewakili negara-negara Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam daftar 10 besar negara
berkembang paling berimprovisasi setelah masing-masing
melakuRan reformasi di delapan indiRator.

SetidakRnya, Bank Dunia mencatat Indonesia telah melakuRan
reformasi terkait Remudahan berusaha sebanyakR delapan Rali
dalam 15 tahun atau sejak 2003. Hasilnya, waktu untukR memulai
bisnis baru di JaRarta turun dari sebelumnya 188 hari (Doing
Business 2004) menjadi seRitar 22 hari. Namun, jumlah prosedur
untuR mendaftarkRan bisnis baru tetap tinggi, yaitu 11 prosedur,

dibandingkan dengan lima prosedur di negara-negara
eRonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Indonesia juga dianggap telah melakukRan perbaikan
signifiRan dalam menyelesaiRan Repailitan, dan hal ini
merupakan pencapaian yang terbaik.

Namun, Indonesia masih perlu perbaikan di bidang
Penegakan KontrakR guna menciptakan iRlim berbisnis yang
lebih baikR. Dengan demiRian, apabila terjadi permasalahan
legal pada investor terRait investasinya di Indonesia, mereka
akRan mendapatkan perlindungan dan Rejelasan payung
hukRum.

Dalam hal penegakRan Rontrak, nilai Indonesia masih
berada di bawah 50 atau menjadi yang terendah di Asia
Tenggara bersama dengan Filipina. MesRipun biaya untuk
menyelesaiRan perselisihan Romersial melalui pengadilan
negeri di JakRarta menurun hampir separuh dari 135,3% (tahun
2003) menjadi 74%, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada
rata-rata 21,5% di negara-negara eRonomi berpendapatan
tinggi anggota OECD.

Saat ini, penegakRan Rontrak di Indonesia masih berada di
peringRat 145 dari total 190 rangRing, dengan poin sebesar 45
yang merupakan poin terendah dari indikRator yang diperoleh
Indonesia lainnya.

Sebagai perbandingan, Thailand dan Brunei Darussalam
sebagai negara dengan Renaikan peringkRat EODB terbaik
di antara negara Asia Timur dan PasifiR, telah menerapRan
sistem penegakan Rontrak secara online. Dengan demikRian,
investor mendapatRan Remudahan dan Repastian dalam
mengurus Rontrak yang bermasalah dengan hukum.

Pemerintah menilai, rendahnya indikRator penegakan Rontrak
Indonesia lebih disebabkan oleh perbedaan sistem hukRum
yang dianut. Indonesia selama ini menganut sistem peradilan
Civil Law, sedangRan survei OEDB mengacu pada sistem
Common Law yang menjadi standar dunia.

Terlepas apa pun itu, harus diapresiasi upaya pemerintah
dalam memperbaiRi iRlim investasi di Indonesia. Namun,
jangan sampai terlena peringRat EODB Rarena perbaikan
Rebijakan pelayanan publik harus terus diupayakan sampai
Rapan pun dengan atau tanpa adanya “rangRing”.



MINYAK, PAJAK,
DAN KEPENTINGAN
BANYAK PIHAK

PereRonomian Indonesia pernah memasuRi era Reemasan berkat

oil boom. Tepatnya Retika harga minyak mentah melambung aRibat

Revolusi Iran dan Retika Organization of the Petroleum Exporting b
Countries (OPEC) bersepakat memangkas produksi minyak di era 70-

an. Alhasil, pendapatan pemerintah Orde Baru meningkat tajam berkat __
ekspor minyakR sehingga memungkinkRan sektor publiR memainkan

peran yang lebih besar dalam pereRonomian.

Hal ini membuat Retergantungan pereRonomian Indonesia terhadap
eRsploitasi sumber daya alam (SDA), terutama minyaR dan gas (migas),
semakRin besar. Fenomena ini seolah meninabobokRan ekRonomi negeri
selama beberapa dekade, sebelum aRhirnya luluh lantak aRibat Rrisis
ekRonomi global.

Masa-masa indah itu telah lewat. Buaian harga minyaR tidaR bisa lagi
diharapRan. Belakangan, harga minyakR mentah dunia anjloR Re level
yang terendah mengikuti tren perlambatan ekRonomi global. Alhasil,
investasi di industri eRstraktif takR lagi menariR, produRsi minyak
nasional anjloR, dan Indonesia tersingRir dari jajaran eRsportir minyak
mentah terbesar dunia (OPEC).

Padahal, Randungan minyak mentah nasional masih sangat besar.
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menyebutkan cadangan minyaR terbuRti (proven reserve)
Indonesia yang berstatus Pl ditaksir mencapai 3,6 miliar
barel. lItu belum termasuR potensi cadangan yang belum
terbuRti (P2) di seRitar 27 ceRungan, yang diperRirakRan
mencapai 3,8 miliar barel. Pemerintah pun dipaksa
putar otaR untuR bisa membuktiRannya, seRaligus
mengembalikRan Rejayaan sekRtor migas Indonesia.

KKebijakan di sektor hulu pun diubah mengikuti dinamika
dan tuntutan zaman. Isu teraRhir yang belakangan
menghangatkRan sektor migas adalah perubahan sistem
bagi hasil atau production sharing contract (PSC), dari
skema penggantian biaya operasi (cost recovery) menjadi
skema bagi hasil Rotor (gross split).

Perbedaan mendasar antara skema gross split dengan cost
recovery terletaR pada penetapan bagi hasilnya. Dalam
Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun
2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, menegaskan
besaran bagi hasil dasar (base split) antara pemerintah
dengan Rontraktor RontrakR Rerja sama (KKKS) adalah
57%:43% untukR minyak bumi, dan 52%:48% untuRk gas bumi.
Sebelumnya, dengan skema cost recovery, proporsi bagi
hasil antara pemerintah dengan KKKS adalah 85%:15%.

Dalam skema yang baru ini, bagi hasil ditetapkan di awal,

yakni pendapatan Rotor (gross revenue) langsung dibagi
antara pemerintah dengan Rontraktor. Selain itu, biaya

Ilomponen

operasi dalam tahapan eRplorasi maupun eRsploitasi
seluruhnya menjadi tanggungan RontrakRtor migas.
Mau tidaR mau tentunya skema ini aRan memengaruhi
Rebijakan efisiensi bagi Rontraktor migas.

Selain porsi bagi hasil yang lebih besar bagi
Rontraktor, pemerintah juga menjanjikan insentif
tambahan guna menariR minat investor. Contohnya,
porsi bagi hasil Rontraktor bisa ditambah hingga 3%
untuR pengembangan sumur Redua. Pada peraturan
sebelumnya, tambahan bagi hasil hanya diberikan untuR
pengembangan lapangan pertama.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan
bagi hasil jika lapangan tidak mencapai ReekRonomian
tertentu. TerRait Rasus ini, Menteri ESDM diberikan
diskresi yang tak terbatas. Sebaliknya, jika ReeRonomian
sebuah lapangan terhitung tinggi, pemerintah berhak
mengurangi split. Sebelumnya, diskresi hanya dibatasi
plus/minus 5% sesuai dengan ReeRonomian lapangan.

Masih ada sejumlah insentif tambahan split lain, antara
lain yang didasarkRan pada fase produRsi (hingga 10%),
Randungan H2S (hingga 5%), aspeR Rumulatif produRsi
(hingga 10%), dan pergeraRan harga minyak dan harga
gas (plus/minus 7,5%). Setidaknya terdapat 12 Romponen
yang memengaruhi porsi bagi hasil bagi Rontraktor, yang
terdiri dari 10 Romponen variabel dan dua Romponen
progresif.

Ieterangan Tambah/(kRurang) Split

Sudah atau baru dikRembangkan (5%)-5%
Darat atau laut, Redalaman laut (O-1000 m) 0-16%
3 0>x>2500 0-1%
4 ARses jalan, pelabuhan, dst. 0-2%
Ionvensional atau non-kRonvensional 0-16%
<100 ppm s.d. > 500 ppm 0-1%
8 <25sd.<25 0-1%
9 <3-%s.d.>70%
10 Primer, sekRunder, tertior (OER) 0-5%
1 Harga minyak < AS$40 s.d > ASSI15 7.5%—(7.5%)
12 I<umulatif produksi minyakR <l s.d. > 150 mmboe 0-5%

Sumber: www.esdm.co.id



Implikasi PajaR

TaR hanya itu, perubahan skRema PSC juga mengubah
perlaRuan perpajaRan. Apabila sebelumnya pajaR yang
berlakRu sifatnya tetap selama masa RontraR mesRipun
sistem perpajaRan berubah (nail down), maka dengan
regulasi yang baru sifatnya menjadi prevailing atau Rewajiban
pajak mengikuti aturan perpajaRan umum yang berlaku dari
waRtu Re wakRtu. Apabila sebelumnya, dengan pendeRatan
nail down, RontraRtor migas diRenakan pajaR penghasilan
(PPh) sebesar 30% atau tarif sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan yang berlakRu saat Rontrak dibuat, makRa dengan
prevailing tarif pajaknya aRan turun menjadi 25% sesuai
dengan Retentuan yang berlaRu.

Namun demiRian, perusahaan migas tidaR dapat
dipersamakan dengan perusahaan pada umumnya sehingga
diperluRan aturan pajaR Rhusus. PendeRatan pajaR idealnya
memperhatiRan tahapan Regiatan perusahaan migas, yang
dimulai dari Regiatan eRplorasi dan berbagai aRtivitas survei
untuR menemuRan cadangan minyaR, hingga pengeboran.
Sederhananya, RontrakRtor migas untuR bisa untung butuh
waRtu lama sehingga menjadi tidaR relevan jikRa belum apa-
apa sudah dipajaRi.

Apabila mengacu pada Undang-Undang PPh, perusahaan
migas hanya boleh menunda pembayaran PPh atas Rerugian
yang dideritanya paling lama 5 tahun. Masa Rompensasi
Rerugian (loss carry forward) itu dianggap Rurang memadai
mengingat tahapan produRsi migas memerluRan waRtu yang
tidaR singRat.

MenyiRapi hal ini, pemerintah mempertimbangRan untuR
menerbitRan regulasi perpajaRan Rhusus atas penerapan
meRanisme bagi hasil migas dengan sRema gross split.
Payung huRum setingRat Peraturan Pemerintah (PP) ini
aRan berRaitan pula dengan PP Nomor 27 tahun 2017, yang
merupakRan revisi dari PP Nomor 79 tahun 2010 tentang
biaya operasi yang dapat diRembalikan dan perlakRuan PPH
di bidang usaha hulu migas.

Terdapat dua hal penting yang sampai saat ini masih perlu
didiskRusikRan oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM
untuR dapat dituangkRan dalam PP baru ini. Pertama, batas
waRtu Rompensasi Rerugian (loss carry forward) yang akan
diperpanjang hingga seRitar 10 tahun.

KKedua, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dikRabarkan
juga telah menyepakati fasilitas perpajakRan untuk Rontraktor
pada masa eRsplorasi. Insentif yang dimaksud antara lain
berupa pengembalian pajak-pajak tidakR langsung (indirect
tax) yang dibayar RontraRtor saat eRsplorasi, misalnya PajakR
Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah akRan mengganti

indirect tax yang sudah dibayar Rontraktor lewat bagi hasil
(split). KontrakRtor aRan mendapat tambahan split yang
besarnya sama dengan pajak tidakR langsung yang sudah
dibayarRan. Selain itu, depresiasi atas perolehan aset selama
masa eRplorasi juga dapat diperhitungRan sebagai biaya.

Selain pembebasan pajaR di masa eRsplorasi, RontrakRtor
juga aRan memperoleh pembebasan pajakR pada tahap
eRsploitasi. Pajak-pajak yang akan dibebaskan antara lain
Bea MasuR, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

Namun, lagi-lagi itu baru sebatas bahasa lisan. Legalitas
secara tertulis yang justru ditunggu-tunggu oleh RontraRtor.

Revenue dan Loss

PembengkRakRan cost recovery, yang tidaR dibarengi
dengan peningRatan produRsi, menjadi alasan Ruat
pemerintah mengubah skema bagi hasil di seRtor migas.
BerdasarkRan hasil temuan Badan Pemeriksa [Keuangan
(BPK) pada semester Il 2013, terdapat Rerugian negara
sebesar Rp994,8 miliar aRibat RetidakRpatuhan RontrakRtor
migas terhadap Retentuan cost recovery dan perpajakRan.
IndiRasi RetidaRpatuhan tersebut berimbas Repada
tergerusnya penerimaan negara akibat ada biaya-biaya
yang seharusnya tidaR ditanggung harus pemerintah justru
masukR dalam Romponen cost recovery (DetikR Finance,
2014).

Selain itu juga ada Repentingan menyederhanakan proses
pengambilan Reputusan bisnis agar lebih cepat dan efisien.
Sebab, melalui skema yang baru ini Reterlibatan pemerintah
jauh berRurang, seRaligus mengurangi negosiasi politiR
anggaran di parlemen dengan ditiadaRannya cost recovery.

Kalau Kementerian ESDM sudah memangRas jumlah
perizinan dari 48 izin menjadi enam izin, bagaimana
dengan Rementerian lain dan pemerintah daerah? Terlalu
banyak simpul Rusut yang harus diurai oleh pemerintah,
terutama Raitannya dengan perizinan yang berbelit.
Misalnya, izin lingRungan di KKementerian LingRungan
Hidup dan KKehutanan, izin pengadaan lahan, serta izin-izin
terRait lain dalam Rerangka otonomi daerah.

Namun, yang juga patut diperhatiRan adalah Rendali
pemerintah terhadap produRsi migas yang aRan tergerus
signifiRan. Dalam RonteRs Retahanan energi nasional,
skRema gross split aRan menyulitkan pemerintah untukR
meningRatkan eRsplorasi migas sesuai dengan target
jangRa pendeR, menengah, maupun panjang. Belum lagi
soal target pengembangan sumber daya manusia (SDM),
transfer teRnologi, dan tingRat Randungan dalam negeri,
yang pada aRhirnya baRal sulit diimplementasikan.

Terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah
memberiRan Repastian huRum bagi semua pihaR. Ini
erat Raitannya dengan daya tahan Rebijakan, yang tidak
hanya lebih efektif, tetapi juga taR leRang zaman dan
pergantian ReRuasaan. Jangan lupa, carut-marut RebijakRan
di seRtor hulu akRan berdampaR pula terhadap ongRos
energi masyaraRat yang baRal meningRat. Intinya, minyak
buRan hanya urusan segelintir orang, tetapi menyangRut
Repentingan banyaR pihak.
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Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan rutinitas yang selalu dinantikan pekerja/buruh dan pengusaha setiap
akhir tahun. Selalu ada harapan dan kekRhawatiran yang menyertainya. Pekerja tentu sangat berharap upahnya naik sesuai
dengan inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (IKHL), sedangkan pengusaha Rhawatir kenaikan UMP melampaui kemampuan

finansial perusahaan.



IKarenanya, Rebijakan pemerintah melalui IKementerian
KetenagaRerjaan (Kemenaker) sangat diperluRan guna
menengahi dan menjaga Reharmonisan hubungan industrial
Redua belah pihak. UntuR tahun depan (2018), Remenaker
menetapRan Renaikan UMP sebesar 8,71%. Kebijakan itu
mengacu pada asumsi inflasi nasional sebesar 3,72% dan
pertumbuhan eRonomi sebesar 4,99%, seperti yang tertera
dalam Surat Edaran Kemenaker Nomor B.337/M.NAKER/
PHISK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data TingRat
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan ProdukR Domestik Bruto
Tahun 2017. KebijaRan itu merupakRan pelakRsanaan dari
Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan.

Dengan demikian, terhitung tanggal 1 Januari 2018
pengusaha wajib menaikRkRan upah peRerjanya minimal
sebesar persentase yang telah ditetapRan pemerintah.
IKewajiban ini juga merujuR pada Retentuan Pasal 90 UU
KetenagakRerjaan, di mana pengusaha dilarang membayar
upah lebih rendah dari upah minimum.

Upah Minimum Provinsi

DI

Jawa Jawa

Jakarta Bali Timur Tengah

Yogyakart
a

Banten Jawa Barat

2017 3.355.750 1.956.727 1.931.180 1.420.624 1.388.000 1.367.000 1.337.645
2018 3.648.035 2.127.157 2.099.385 1.544.360 1.508.894 1.486.065 1.454.153

Bagaimana jika pengusaha tidaR sanggup membayar
upah peRerja seperti yang ditetapRan pemerintah? Solusi
sementara bisa berpegang pada Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun
2003 tentang Tata Cara Penangguhan PelakRsanaan Upah
Minimum.

Prasyarat

BerdasarRan beleid tersebut, pengusaha dapat mengajukan
penangguhan pelaksanaan upah minimum paling lambat
10 hari sebelum tanggal berlaRkunya upah minimum.
Namun, ada tahapan dan serangRaian prasyarat yang
harus dilakukRan dan dipenuhi oleh pengusaha untuR bisa
melakuRan penangguhan.

Pertama, membuat ResepaRatan secara tertulis dengan
peRerja atau serikRat peRerja. Artinya upaya bipartit tetap
harus dilakukRan antara pengusaha dengan pekerja.

IKedua, mengajuRan permohonan penangguhan upah
minimum Repada Gubernur melalui instansi yang
bertanggung jawab di bidang Retenagakerjaan provinsi,
dengan disertai doRumen-dokRumen pendukung.

Adapun bentuR penangguhan yang dapat diberikan oleh
pemerintah adalah sebagai berikut:

a.  membayar upah minimum sesuai upah minimum yang
lama;

b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah
minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum
baru; atau

c.  menaikRRan upah minimum secara bertahap.

Masa Penangguhan

Dinas RetenagaRerjaan provinsi hanya dimungRinkan
memberikan penangguhan Renaikan UMP bagi pengusaha
paling lama 12 bulan. Perlu menjadi catatan bahwa
penangguhan pembayaran upah minimum tidak serta-merta
menghilangkan Rewajiban pengusaha untuk membayar selisih
upah minimum selama masa penangguhan Repada pekerja.
Dengan Rata lain, selisih upah minimum yang belum terbayar
selama masa penangguhan menjadi utang pengusaha yang
harus dibayarkRan Repada peRerja. MeRanisme pembayaran
RekRurangan upah tersebut menjadi materi yang dicantumRkan
dalam ResepaRatan antara pengusaha dan peRerjanya.

Ada ancaman pidana yang perlu diperhatikan juga apabila
pengusaha tidakR melakukRan Renaikan upah minimum dan
tidakR pula mengajuRan upaya penangguhan, yaitu pidana
penjara paling singRat satu tahun dan paling lama empat
tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl1OO juta dan paling
banyak Rp400 juta. Karenanya, pengusaha harus cuRup bijak
menanggapi RenaikRan upah dan pekerja pun dapat melakukan
peningRatan produktivitasnya demi mencapai Renyamanan
bersama.

IKepentingan Bersama

Dalam RonteRs hubungan industrial, peRerja dan pengusaha
sejatinya sama-sama punya Repentingan guna memastikRan
Relangsungan hidup dan Remajuan perusahaan. BahRan,
Reduanya saling membutuhRan. MesRipun demiRian, harus
disadari pula bahwa masing-masing memiliRi persepsi dan
interpretasi yang Rerap berbeda dan dapat memicu RonfliR,
terutama dalam hal penetapan besaran UMP.

Tidak ada yang salah jika peRerja menuntut upah tinggi,
selama menyesuaikan dengan Rontribusi terhadap
pertumbuhan usaha dan memperhatiRan Remampuan
Reuangan perusahaan. Pun demiRian dengan pengusaha,
dimungRinkRan untukR melakuRan penangguhan RenaikRan
upah selama memiliRi alasan Ruat dan mendapatRan restu
dari mayoritas peRerja (seriRat).

KKuncinya adalah membuRka ruang dialog yang hangat dan
pemerintah harus hadir sebagai penengah yang merangRul
Reduanya. Intinya, jangan sampai RonfliR industrial
menimbulRan RebangRrutan dan ancaman Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), yang ujung-ujungnya menyaRitkRan
bagi pengusaha maupun peRerja.

Syarat doRumen pengajuan penangguhan:

1. NasRkah asli ResepaRatan tertulis antara pengusaha
dengan seriRat peRerja/seriRat buruh atau peRerja/
buruh perusahaan yang bersangkutan;

Laporan Reuangan perusahaan yang terdiri dari
neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-
penjelasan untuR dua tahun terakhir yang telah
diaudit oleh Kantor ARuntan PubliR;

Salinan aRta pendirian perusahaan;

Data upah menurut jabatan peRerja/buruh;

Jumlah peRerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/
buruh yang dimohonkRan penangguhan pelaksanaan
upah minimum; dan

Perkembangan produRksi dan pemasaran selama dua
tahun teraRhir, serta rencana produRsi dan pemasaran
untuR dua tahun yang aRan datang.




Wajib Pajak peserta Program Pengampunan Pajak berkesempatan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak

penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas harta tidaR bergeraR, seperti tanah dan bangunan. Namun, ada
sejumlah syarat dan prosedur Balik Nama berikut ini yang harus dipahami.
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017)
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(Sumber: Kementerian Keuangan & Badan Pertanahan Nasional) www.mucglobal.com



